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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355). 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756). 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5164). 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).  

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5253). 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). 
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga 

Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6595). 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354). 

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041). 

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap 

Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Perkara Pidana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 534). 

 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 326). 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah. 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 589). 

 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang 

Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 568). 

 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448). 

 

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pedoman Pemulihan 

Aset. 
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Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan 

Aset sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Kejaksaan Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa 

Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. 

 

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. 
 

 

Putusan Pengadilan 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. 

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 

PK/Pdt/2011, tanggal 29 November 2011. 

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. 

 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST 

tanggal 20 April 2012. 

 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST 

tanggal 30 Juni 2009. 

 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst 

tanggal 26 Oktober 2020. 
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